KEFUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6615 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA

Menimbang

Mengingat

- [

LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
RIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN [SLAM,

- bahwa menindaklanjuti surat ‘Ketus Yayasan Tunas Palapa

Nomor: B/246/Kop VII/I/3014, tanggal 23 Februad 2014
teritang Permohonan Pendirinn Sekolah Tinggi Ekonomt Syvariah
Tunas Palapa dan hasil penilaian mejs dan visitasi ke Yayasan
Tungas Palapa Lampung Tengah tanggal 3 November 2014 ¢

. bahwa dalam mngkn pembingan peliksanaan  Tungss,

pengembangan  dan  péngawasan  atas  perguruan  tingg
kengimaan Istam, Direktorat Jenderal Pendidikan [slam telah
melakikan  ponghagion  dan  persefujuan  terhadap  usulan
pendirian  Sekoloh Tinggi Ekonoml Syariah Tunas Palapn
lampung Tengah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksod

dalam huruf o, huraf b, dan hurf ¢, periu menetapkan
Keputusan Direkiur Jenderal Pendidikan Islam tentang lxin
Pendirian Sekolah Tinggl Ekonomi Syarah Tunas Palapa
Lampung Tengah,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembpran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repiblik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tshun 2005 tentang Guru dan
Dosen [Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 1537, Tambuahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang-Undeng Nomar 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggl (Lembaran Negarn Republik Indonesis Tabun 2012 Nomar
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republile
Indonesin  4496] sebapgaimana telah  beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26
Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40});

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun
2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509).

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS
PALAPA LAMPUNG TENGAH.,

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas

Palapa yang beralamat di Jalan Indra Putra Subing Nomor 1
Bandarjaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung di bawah
Yayasan Tunas Palapa yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor
01 Tanggal 3 April 2010 dibuat oleh Notaris Didik Maryono, SH,
M.Kn berkedudukan di Nata Kabupaten Lampung Tengah dan telah
disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-1677.AH.01.04. Tahun 2010,
Tanggal 01 Mei 2010.

. Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan izin menyelenggarakan program studi:

1. Ekonomi Syariah, Program Sarjana;
2. Perbankan Syariah, Program Sarjana.

: lzin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan
perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan
extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi
Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan dual
mode system.

: Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan
kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, wajib
mengajukan  akreditasi ulang sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU



KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

wajib:

1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang
hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;

2. melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini
ditetapkan; dan

3. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan
setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi
Agarna Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD-DIKTI).

: Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan

yang berlaku.

: Apabila Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagairmnana dithaksuad
dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA,
Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN,
akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

wajib menandatangani surat pernvataan untuk menyelenggarakan
Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin
operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak
layak berdasarkan hasil evaluasi.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pﬂdat&nggal 31 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
|} PIREKTURYENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
- . : » .I: kll . ‘-,_‘. "N




